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: Pada konteks ke_;ahatan transnaswnal penyelundupan manusia merupakan sa.}ah
suatu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisasi yang potensial memmbulkan
berbagai macam implikasi pada kejahatan lain. Penyelundupan manusia dapat menjadi
takaran 1emahnya sistemn hukum suatu negara dalam menangani motivasi terselubung dari
para imigran untuk menjadikan negara tersebut sebagai negara perantara untuk kejahatan
Penyelundupan manusia di Indonesia belum dikenal sebagai sebuah kejahatan, tetapi
lebih dikenal dengan pelanggaran keimigrasian. Dalam penegakan hukumnya, mulai
dari penyidik kepolisian, penuntut umum sampai dengan hakim, mempunyai ambigu
dalam menerapkan aturan pemidanaannya. Karenanya perlu kriminalisasi atas kejahatan
penyelundupan manusia ini dalam suatu bentuk aturan perundang-undangan.

Kata kunci : Penyelundupan Manusia, Penegakan Hukum, Kriminalisasi

1.1 Latar Belakang Umum

Dalam arus pergerakan manusia, pada dasarnya perpindahan yang dilakukan selalu
bertujuan untuk mencari solusi dari segala permasalahan yang mereka temukan ditempat
asalnya. Ketika manusia merasa tidak nyaman dengan kehidupannya karena masalah—
masalah seperti keamanan, ekonomi (tempat tinggal, sandang, pangan), ataupun kondisi
politik, ras agama dan ideologi di tempat mereka tinggal sebelumnya, maka naluri untuk
mendapatkan tempat yang lebih baik pun akan muncul. Hal ini tidak dapat dipungkiri,
karena sejarah mencatat bahwa perpindahan selalu didasari karena ketidaknyamanan
di tempat sebelumnya seperti Canaan (yang saat ini disebut sebagai bangsa Palestina)
melakukan migrasi dari asia menuju ke Eropa, demikian juga yang dilakukan oleh bangsa
Romawi dan bangsa-bangsa lainnya (Manning dalam Buku Petunjuk bagi Petugas dalam

1 Kompol. Arya Perdzna, SH, SIK, pamen Polri yang akeif mendalami tentang trafficking in person.
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o = ke Thaﬂand , Warga negara Memco yang masuk}cf: Amenka dan warga negara Chma yang Rt
-masukkeindoncsm. : s i o K

Marc_ Rosenblum dan Umversnas Califorma, San Dmge, dalam penehuannya d1
L tahun 2000 mengcnm Warga Memco yang masuk ke. Amerﬂca sejak tzhun 1977. sampai -

P enanganan keglatan penyelundupan mauum),warga negara thnam yang masuk_ o

dengan 1999 menyatakan bahwa pada tahun 1996 diterukan. sedﬁnmya ada 86.000 -

_. - warga asing ﬂegal yang masuk ke wxlayzh Amcnka.Yun Hua Lzu daiam tuhsaﬂnya Laboz;r'
:_'Mzgmizan of China j Juga menyataim bahwa dan 2.“2{3 {}{3'0 warga negara Chma yang pergl__ g

- keluar, negeni. untuk mencari Jlmu hmgga tahun_ 1995 ‘hanya 75.000 saja yang kcmbah-;;
ke Chma Di sisi lain. Lzu _;uga menyampal,kan ba}mm Indonesia men}adt target prioritas . -

| warga, négara Chma untuk bertempat tinggal. seteiah k«aiuar dari China, yang deukt;kan'-i_'- |
i dengan data keberadaan orang China di Indonesm d;an tahun 1980 sampa_i degan 1982
_.yzutu mencapal 6.150.000 orang el e e T : :

Dengan data tcrsebut terhhat _pelas bahwa nda.k ada satupun negara yang dapat
"membatasx keinginan warga negaranya ‘untuk iceluar dari negaranya, Hal ini disebabkan
‘karena, mendapatkan hak hidup yang layak mempakan salah satu bagian dan Hak Asasi
‘Manusia, sehingga perbuatan melakukan migrasi dari satu tcmpat ke tempat yang lain
dianggap sebagai sebuah kegiatan yang normal. Di sisi lain, yang perlu diperhatikan dalam
pergerakan migrasi ini adalah, bahwa setiap negara mempunyai sebuah kedaulatan bangsa,
yaitu scbuah kondisi dimana negara itu merupakan negara merdeka yang mempunyai
-aturan hukum sendiri dan juga taat pada aturan hukum internasional. Dengan keadaan
yang demikian maka .ada perlindungan bagi sebuah negara dari serangan pihak luar
‘negaranya, yang salah satu caranya adaiah dengan menerapkan aturan mengenai hal-hal
yang menyangkut keimigrasian dengan tujuan agar tidak setiap orang dapat keluar masuk
sebuah negara tanpa izin. Apabila hal itu dilanggar maka orang akan dikenai sankst oleh
negara yang bersangkutan dengan berbagai mdufhan sepem pelanggaran ketmigrasian,
atau kejahatan penyelundupan manusia.

"“Pada konteks kejehatan transnasional, penytiundupan manusia merupakan salah
suatu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisasi’ yang potensial menimbulkan
berbag?u macam implikasi pada kejahatan fain. Penyelundupan manusia dapat menjadi
takaran lemahnya sistem hukum suatu negara dalam menangani motivasi terselubung dari
para imigran untuk menjadikan negara tersebut sebagai negara perantara untuk kejahatan.
Bentuk kejahatan lain dapat saja muncul sering dengan pembiaran praktek penyelundupan

2 Tindzk pidana transnasional yang terorganisasi merepakan salzh satu beamk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial,
ekonomi, politik, keamanan dan perdamaian dunia yang memponyai keiteria: 2. lebth dari sate wilzyah negaza. b, di suatu negara,
tetapi persiapan, pereacanaan, pengamhan arau pengendalian ates kejahatan tersebut ditakukan di w;lnyah negara lain, ¢, di suatu
wilsyah negars, tetapl melibatkan suatu kelompok pelzku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana lebih dari
saty wilayah negara. d. d1 smtu w:layah m:gara te:agn akibat yang ditimbulkan atzs tindak pidana tersebut dirasakan di pegara lain

= s Buakee P Bapt-Pernger Bl o Pessmgaiion begremnr Dok MRS B TR Mo vy
Bermm'm dengan Penytlundupan Manusiz, Iak‘;rta 20(\9 Hab 179, 183)
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‘manusia sepem ke;ahatan ke}ahatan konvensmnal (pempuan, pemerkosaan, pembunuhan_ '
~dan pencunan), pelayaran, perdagangan orang; pencucxau uang, kejahatan perbankan dan
tldak menutup kemungkinan adanya kejahatan terorisme.

Pada artian” yang sebenamya, penyelundupan ‘manusia merupakan serangkaian -
'kegiatan untuk ‘memasukkan seseorang - atau kelompok dari luar negeri ke dalam suatu
3‘_.negara secara tidak sah ‘dan’ bertentangan dengan hukum. Indonesia’ adalah salah satu
‘negara yang sering: digunakan oleh para Pelaku penyelundupan ‘manusia untuk masuk
ke Australia. Sekahpun demlktan tidak " hanya ' Australia saja yang men]ad1 tujuan
penyelundupan manusia, namun terdapat negata tujuan lain seperti; waxga negara Mexico .
‘yang: masuk ke: Amenka, Warga negara China ke Amerika, warga negara Srilanka dan
“India ke Kanada atau negara- negara di Eropa, warga negara Vietnam ke Indonesia atan ke :
Thailand serta Malaysia yang juga merupakan target dari'warga negara Indonesia untuk
dapat masuk menyelundup dalam rangka menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI). Fenomena
penyelundupan manusia ini menjadi. penting bagi Indonesia karena letak geografis yang
berdekatan dengan Austraha dan Malaysia dengan akses keluar masuk yang begitu luas
sehmgga tidak terpaniau secarz keseluruhan serta undang—undang imigrasi yang relatif
masih lemah, menjadikan Indonesia sebagai negara yang cukup sering dijadikan tempat
transit dan titik tolak pergerakan para pelaku penyelundupan manusia.

.‘Penyelundupan manusia di' Indonesia belum dikenal sebagai scbuah kejahatan,
tetapi lebih dikenal dengan pelanggaran keimigrasian oleh sebagian penegak hukum yang
pernah menangani kejahatan ini, karena penanganan kejahatannya yang menggunakan
undang-undang keimigrasian. Di sisi lain penyelundupan manusia juga dikenal sebagai
kejahatan perdagangan orang karena mempunyai modus gperandi yang mirip. Dalam
penegakan hukumnya, mulai dari penyidik kepolisian, penuntut umum sampai dengan
hakim, mempunyai ambigu dalam menerapkan aturan pemidanaannya. Penafsiran
yang tidak benar dan berbeda-beda menjadikan kejahatan penyelundupan manusia
sebagai kegiatan yang tidak ada dasar hukumnya atau hanya dilihat sebagai sebuah fakta
pelanggaran keimigrasian saja. Yurisprudensi yang dikeluarkan hakim terkait dengan
kejahatan yang diproses dengan menggunakan undang-undang keimigrasian membuat
kejahatan ini diidentikan sebagai pelanggaran yang ringan dengan resiko rendah dan tidak
membahayakan, Padahal dengan jelas BB menyatakan dalam konvensi dan protokolnya®,
bahwa penyelundupan migran merupakan salah satu kejahatan transnasional yang
terorganisir.

3 Pada tanggal 15 Desember 2000 Indonesia sehagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah turst menandatangani
United Nations Convention Against Transnasional Organized crime {Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangse Menentang Tindak
Pidzna Trassnasional yang Terorganisasi) dan Protocof against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplerenting The
Ustited Nations Conwention dgainst Transnational Organized Crime (Protoko! menentang Penyelundupan Migran melalei Darat,
Laut dan Udara Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menantang Tindka Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

{(Penysin, Bell Peian)ak BRg PAragas THlER Ranges Pam g s Regiati Pyl WiRaur do Trndsi Prdane yaug
Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia, Jakarta, 2009: Hal. 179, 193}
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: Pc:lunya Kﬁmﬁ:ﬂisﬁsi’i‘erbadap Ke}ahatan 'Penyelun&upa.u Maﬁusia di Iﬂdﬂﬂﬁsga.._.. i B h

i ndonesm memang ttdak secara langsung men_] adl sebuah negara tujuan dam ke_;ahatﬁ.n _
: 'penyelundupan manusia yang tﬁ:l]adi Seperu yang dlkemukakan pada awal tuhsan, bahwa._;_ .
. setiap orang. berpmdah untuk. mendapatkan kehldupan yang lebih b;uk tentunya dengan.
. _;harapan mereka akan berada pada level: negara yang. lebih. ting g1 dan yang. sebeiumnya o
: :Endonesxa bukanlah negara ‘maju yang dapat dxjadlkan tempat bernaungnya setiap
:xmgmn yang mau. merubah nasibnya. Keberadaannya yang terletak diantara dua benua oy

(Asiadan’ Ausm'aha) men}adjkan Indonesza mempunyzu peran dan posisi pentmg daiam L

'_menanggulangl masalah penyeiundnpan manusza sebagm negara yang selalu dgad&kan.' _
.nega_ra_:trans;t vy i ioirempinias g . : Ly

erkait dengan ke:beradaan donesm sebagal negara transxt maka semap orang yang )
; lonesia, dapat dlduga akan’ menjadikan Austraha sebagal_'ff-__-
negara ‘m_]ﬂﬂﬂ, kmena letaknya yang sangat dekat dengan Indonesia. Halini didukung

dengan ‘minimnya pengawasan pemermta.h Indoncsm terhadap wxlayah perbatasan, o
terutama dari’ pulau-pulau kecil yang tidak terpantay, ‘untuk masuk ke dalam wilayah
Australia, dimana hal ini merupakan suatu keuntungan tersendiri bagi pelaku kejahatan
penyelundupan . manusia.-Di sisi lain, negara ini memiliki kemampuan . penjaminan
perlindungan dan penghidupan kepada insan negaranya, sehingga hal ini menjadi faktor -
yang sangat berpengaruh pada minat migran untuk masuk ke negara Australia dalam
rangka mencari pengh;dupan yang lebih baik bag1 diri dan keluarganya,

Permasalahan tezjadi ketika orang—orang yang melakukan perpmdahan ini mdak' _
mencqndahkan aturan-aturan hukum yang berlaku di negara tempat mereka keluar. Begitu
pula halnya terhadap aturan hukum yang ‘berlaku di negara yang dunasukmya Seperti
telah dibahas sebelumnya konsekuenm dari terbentuknya konsep negara dalam kehidupan
modern adalah segala proses yang menyangkut hak dan kewajiban manusia menjadi tidak
sesederhana sebelum ada negara, Orang tidak bisa berpindah begitu saja tanpa mengikuti -
prosedur yang sudah diatur sebe]urnnya oleh masing- masing negara. '

Selain masuk ke Indonesia tanpa menggunakan dokumen resmi (tanpa ada visa atau
paspor), salah satu modus operandi yang dilakukan oleh pelaku penyelundupan manusia
ini adalah masuk ke Indonesia dengan menggunakan dokumen resmilegal dan teregistrasi.
Permasalahannya adalah, setiap warga negara asing yang masuk secara legal, belum tentu
akan keluar dan Indonesia secara legal untuk kembali ke negaranya. Hal ini diketahui
ketika warga negara asing yang tertangkap oleh pihak negara tujuan, menunjukkan
paspornya dengan stampel visa Indonesia (Hasil wawancara dengan Agen AFP, Stephen
Cook, 8 November 2009).

Dalam perspeksf imigrasi sebenarnya keadaan tersebut, merupakan suatu tindakan
yang melanggar hukum sesuai dengan Pasal 48 Undang-undang nomor 9 Tahun 1992¢

S Prsal, 48 TILY B, 94,1080 T Teodrnd : HO e Jougs LS SNUURES SO W SO

BRI RS TP

pemeriksazn cleh Pejabat Imigrasi di tempat Pemeriksaan Irmgras; d)pldam dengan pidana penjara jpaling lama 3(% igd} rthﬂ stan
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- _dengan: ancaman hukuman (maksxmal 3 Tahun penjara). Ketentuan ini mempakan salah o
" satuketentuan yang d1sarankan untuk dxgunakan dalam buku petunjuk bagi petugas dalam -
: 'menangam kejahatan penyelundupan manusia atau. ke_]ahatan yang -berkaitan dengan i
-'.penyeiundupan manus;a, unmk menangam permasalahan ini. Pada peiaksanaannya,f L
~ penyidik- Polii: dan* Penyxdlk Pegawal Negerx Swasta (PPNS) “dari - Ditjen Imigrasi
Departemen Huakum dan’ HAM sendiri termasuk j jarang melakukan proses penyidikan -
3¢ __ggunakan pasal yang ini. Terlalu banyaknya pelanggar dalam tindak p}danaff}'_'
' ini dan sulitnya menjaga agar peIaku tidak melarikan diri saat proses penyidikan, membuat -

. denga,n

Dol ide_'z_é&. géhatan pcnyaiundupan manus:a, bukanlah ke;ahatan pc’ayeiundupan manusza_- '
seperti apayangdimaksuddalam UndangmUndangnomorE tahun 2009 tentang Pengesahan [
Konvensi Perserikatan Bangsa—Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang.'m
Te*arframsaﬂ dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol

I‘%’;_anentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara.

Persoalan penyelundupan manusia ini merupakan sesuatu yang serus bagi -
Indonesia. Kenyataannya Indonesia memang memiliki suatu hambatan dalam rangka:
perang melawan penyelundupan manusia ini. Sampai saat ini memang belum ada tindak .

lanjut upaya kriminalisasi sebagai komitmen pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi dan Protokol Menentang

Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara yang telah ditandatangani oleh
Indonesia di Palermo pada tahun 2000. Ketiadaan legislasi ini membuat para pelaku
penyelundupan manusia akhirnya hanya dijerat dengan hukum imigrasi dan tindak pidana |

yang berhubungan dengan hukum keimigrasiaan Indonesia yang memiliki sanksi yang
realtif tidak terlalu berat. Kelemahan ini merupakan suatu hal yang membuat Indonesia
menjadi tempat transit “favorit” para pelaku penyelendupan manusia. Kalau ini dibiarkan
terjadi, maka Indonesia akan mendapat predikat buruk sebagai negara transit para imigran
gelap yang akan merugikan Indonesia secara langsung.

Dalam penanganan kejahatan penyelundupan manusia ini, pengantarjeraan sistem
peradilaﬁ pidana Indonesia terhadap pelaku kejahatan penyelundupan manusia masih
belam memadai. Hal ini dikarenakan masih belum adanya kesatuan pandangan antara
kepolisian dan kejaksaan dalam memproses kasus hukumnya. Di sisi lain hakim juga
mempunyai kecenderungan untuk tidak memproses secara hukum atau memberikan
jenis hukuman yang ringan kepada seorang terdakwa yang telah mengikuti jalannya
persidangan. Semua permasalahan tersebut adalah karena tidak adanya sebuah perangkat
hukum guna menjerat pelaku kejahatan.

.'pen}udﬂ\ men_;adl enggan um:uk menangam kasusnya. Walaupun demikian, kejahatan yang '

denda paling banyak Rp.15.600.060 (lima belas juta rapiah)”.( Sihar Sthombing, Hokam Imigeasi, Bandung, 2009: Hal 136)
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' B@myﬂxﬁm'x‘m}r;} 20 Pespelandmpan Mammsia di Indonesia -

_ ?m’masaiahm ke_;ah&tzm ?enyelundupan manusm di Endonass;a tzzda_k dapat da;}uagiﬁn .
teiah menank gzerhzmaﬁ ﬁ&gaza 31:;3@331 dzm iembaga internasional seperii i0OM dan
_;ﬂnéemng Encicmﬁsza uﬁmk "nek&ukaﬂ ﬁenmgamn '

: ﬁﬁcﬁw_

_WCR yang secara te:m _

_ t@f&&éag} Efshezﬁéam xzmgma g‘*ﬁp Fang acia di Tndonesia. Bﬁ sisi lzin éemngan juga
. 13.@MQg dari ﬁas&mag&ng mamangmemp&nym kepentmgaﬁ anmkme%ﬁdung m:ga.ranya_:

dm masu%mya aru --ngraa me:mfm xﬁéonesm .

scbaa%z ancaman. Dt sist ain, éﬂmpak kerugian yang terjadi atas i{{*_gﬁzﬁ.&ﬁ ini'memany
ﬁciak vecara E&ngsung éﬂp&t dirasakan oleh masyamkm ataupﬁn p«em{:nntsh indonesm

Ha} yﬁmb pcrh éxperhankan adaiah bahwa duma mﬁiaﬁm PBB tf:h}a menetapkan
kejahatan ini sebagm suato ke;ahamn transnasional yang terorganisir. Indonesiaj jugaadalah
salah sate ;}Lhak yang ikut menyatakan hal tersebut yang ditandai deﬁgan pengakuan
melalui ‘schuah ‘undang-undang tmtuk berperan akctif éaiam memcmngl kejahatan ini.
Hasil penchuan mengemukakan.

1. Indonesia fidak serius dalam mem.ngam pannasa!ahan kcjahatan gsenyeiundupan
manusia. Hal ini terlihat dari sekian banyak imigran gelap yang masuk ke Indonesia
secara Hegal, tidak sampat 10 % dan pelaku ke_;ahatan ini yang berhasil dimajukan ke

pexsxdzngan untukdxadxk

2 ?enegak hukum banyakyang tidak mau menangani kejahatan ini karena tidak adanya
aturan yang jelas dan tidak sepahamnya penyidik, penuntut umum serta hakim dalam
‘menentukan penyelesaian permasaiahan kejahatan penyelundupan manusia ini.

3. Penyidik sering mengidentikan kejahatan penyelundupan manusia ini dengan
pelanggaran keimigrasian yang tidak mempunyai bobot penting dalam penegakan
hukumnyz. Pada kenyataannya, kejzhatan ini merupakan kejahatan yang sangat keii,
dimana pelaku mengambil keuntungan dari orang yang sudah susah keadaannys di
sebuah negara, yang terickan karena kondisi perang atau sosialnya, dimana mereka
tidak dapat hidup lagi di negaranya. Para migran diipu dengan janji-janji akan
difastiitasi dengan baik, yang pada kenyataannya mercka harus masuk ke kapal —
kapal yang kondisinya memprihatinkan, bersama dengan anak-anak mereka yang
masik kecil, atau kaum renta, dan terkadang masuk kontainer tanpa pendingin, hanya
entuk menyeberang ke sebuah negara, bahkan ribuan dari mereka yang menyebrang
mengalami kematian karena kondisi yang memprihatinkan tersebut. Dengan kondisi

R aafmz hdﬁn&sm h}m}»’" msiakukan penang&nan %ﬁgahatan penyeiaﬂduyaﬁ manusia -

o 'sebatas ?mmamgﬂmyang éﬁmh,h ciem"aa terus menerus w,yfbmm baik oleh IOM 'naupu*l'

s _fiusmha ss’ﬁagm pihak yang. b&r}igegent{gan Masyarakat maupun }}Cm"’ﬁﬂtﬂ.h Indonesia -
belum dapat mmam keberadazan ‘orang-orang. asmg vang masuk secara ﬂegai sebagaa-

iy vangat mempritatnkar kedke-Trdonestr masih - resp berptiaran ks T ey
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sebatas pelanggaran kelmgrasmn saja.

Selam dan keadaan tersebut, pemb1aran yang dilakukan petugas terhadap imigran
gelap yang ada di Indonesia, membuat mereka bebas bergerak melakukan apa saja.
““Bukan txdak mungkin apabﬁa suatu saat ke_] ahatan besar datang dari orang-orang yang o
d1remehkan keberadaannya. '

Penyelundupan manusia merupakan sebuah ke_]ahatan transnasional yang terorgamslr '
~yang diakui oleh dunia dalam bentuk konvensi dan protokol sedangkan Indonesia
belum mermhkl peraturan pemndangwundangan dalam menangam kejahatan yang .
= me; upakan sebua.h kejahatan terhadap kemanus1aan5

’%"’eratm'an perundang~undangan yang berlaku saat ini, masih mexmhkx ketcrbatasan'_..:_.'-'

. dalam. ha_i penanganan penyelundupan manusia, sehingga menimbulkan peluang bagi
para pelaku kejahatan untuk masuk atau memasukkan warga negara asing ke dalam .
wilayah Indonesia secara ilegal atau megeluarkan baik warga negara Indonesia maupun
'wa.‘ ga negara asing keluar dari Indonesia secara ilegal menuju negara lain.

azda_k adanya kesatuan pandangan untuk menangani permasalahan kejahatan._.
}Jenyeiundupan manusia dengan munculnya beragam penafsiran oleh penegak hukum
dalam menangani kejahatan penyelundupan manusia terutama dalam penggunaan
undang-undang selain undang-undang keimigrasian, bila ada kejahatan lain yang

'te}kait dengan kejahatan penyelundupan manusia.

Padaumumnya penanganan kejahatan penyelundupan manusia selalu dikaitkan dengan
tindak pelanggaran keimigrasian, Namun demikian, Imigrasi tidak memprioritaskan
kejahatan ini karena kejahatan ini hanya dianggap sebagai pelanggaran batas wilayah.
Sedangkan Polri yang sudah mengetahui bahaya dari kejahatan ini, tidak dapat berbuat
banyak, karena merasa kejahatan ini adalah domain dari Imigrasi. Di sisi lain Polri yang
selama ini selalu menyerahkan kejahatan khusus yang mempunyai undang-undang
Jexe spesialis kepada PPNS, membuat Polri tidak mampu memberdayakan penyidiknya
untuk menangani permasalahan ini dengan undang-undang yang ada. Kerancuan
kewenangan antara penyidik Polri dan PPNS dari imigrasi dalam menangani
permasalahan penyelundupan manusia juga menjadi salah satu permasalahan dalam
penanganan permasalahan ini.

9. Banyaknya imigran gelap yang memanfaatkan UNHCR dan IOM sebagai pelindung
dari kejahatan penyelundupan manusia yang mereka lakukan serta adanya kerancuan
antara pelaku dan korban dalam kejahatan penyelundupan manusia ini ditinjau dari

Tadonasia mempunyai kepentingan yang dipertaruhkan. Jika parz imigran dan para psnyshindup mempunyai pandangan babwa
Indonesiz adalah tempat persinggahan yang aman dan netral, maka akan semakin banyak dari mereka yang darang dan ada dari
mercka yang akhirya menetap dan melakukan tindakan yang mengikan bangsa Indonesia. Sebagai svatu kegiatan organisasi

lejahatan yang terorgamsu, mereka (para penyelundup dan imigran gelap) mervsak keamanan nasionz! dengan mendanakan

SN TR BEST A DAFH Repady REGHoR Ao Ip R Penfiut Vany tersganieny vuny e memghimkan Rembali tang
terebut dalam berbagai kegiatan {persenjataan, obat bius, penipuan kartu kredit, dsb). (Slide Sejarah berdirinys 10M. 2009)
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R pa.ndaﬂgan UNHCR dan IOM

6. .:Ausiraha yang sclama ini memmta Indonesia untv;k ?m aiﬂf dalam meia.{ukan

o penanganan terhadap ﬂe}ahamn ?amrmmdapan manﬂ'sizi, fidak pernah memberikan

- contoh konkret. ts:ntang bagmm:ma pcuanganan ke}ahatan ?cnyeiunduyan manusia di
‘negara . Austraha e EE

- 10. Modus operand1 yang tf:r]aiu amum: &;}daskm kepada peﬁﬁgak huxmm di Indonesia

hukum mempunym kesuht:m dalam penegakan hukum yang dﬂakukan

. 11 Ranﬁkasu konvensi dan pmmkol (ﬂeh Iﬂéoxzesm saat ini ta}ah diwnjudkan dalam :
: sebuah undang- undang nomor 5 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 15 tahun -

2009. MNamun demikian sampai saat ini saizh satu kesepakatan untuk merevist undangw
_ undang yang ; ada atan mermbuat aturan pcmzzé;ang—undan@an yang barua dalam rangka
penanganan kej a.hata.n ;}enyﬂundupan manusia masih belam dilaksanakan.

Sara.n.

1. Kziminaliéa's'i yang menjadi komitmen Indonesia dalam ratifikasi konvensi dan protokol
- PBB, merpakan langkah awal Indonesia untuk memerangi kejahatan penyelundupan
manusia. Kaitannya dengan hal terscbut, agar ketika aturan perundang-undangan
mengenai penanganan kejzhatan penyelundupan manusia ini sudab dibuar, para
penegak hukum sudah tidak asing lagi dengan permasalahan ini sebaiknya pemerintah,
secara gencar mensosialisasikan mengenai kejahatan penyelundupan manusia baik
kepada aparat penegak hukum maupun kepada masyarakat.

2. . Selain sosialisasi, maka khusus untuk penegak hukum terumama Polri dan Imigrasi,
diberikan pelatihan secara mendasar mengenai penanganan kejahatan peyelundupan
-manusia ini. Sehingga kesadaran akan bahaya dari kejahatan ini fimbul dari masing-
masing individu penegak hukum, dan nantinya akan secara akdf melakukan baik
pencegahan maupun penegakan hukurn terhadap kejahatan ini. Harapan dari keaktifan
tersebut adalah, munculnya kebutuhan akan legislasi yang jelas dalam penanaganan
kejahatan penyelundupan manusia ini.

3. Agar Indonesia segera mengkriminalisasi kejahatan penyelendupan manusia ini dalam
suatu bentuk aturan perundang-undangan sapaya tidak terjadi kekosongan hukum
dan ada kepastian hukum atas kejahatan penyelundupan manusia ini.

- J% dnpan Man: 'nc')_i_lmlnn:_esia . .. .
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